
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2OOT
! i

TENTANC

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABIJPATEN KARANGA].I.,ITAIT

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BI,JPA]] KARANGNM'AR.

Mcnimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka
Pcmerintah Dacrah pcrlu melahrkan upaya-upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa Peranran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Karanganyar
Nomor l0 'Iahun 1989 tcntang Pclayanan Kesehatan Pada Rumalt
Sakit Llmum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah
Tingftat II Karanganyar tclah diubah kedua kali torakhir dengan
Pclaturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2
Tahun 1997, khususnya matcri yang menganr tentang pelayanan
kesehatan pada Pwat Kesehatan Masyarakat serta Peraturan Daerah
Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983
tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Menrpelai diubah dengan
Pcraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 1991, ddak sosuai dcngan
perkembangan keadaan, sehingga pertu ditiqiau dan disnsun Peraturan
Daerah tcntang Retribusi Pelayanan Kcschatan pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa untuk maksud tersebui pedu diaiu dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 13 Tahrm 1950 tentang Perrbentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nornor 23 Tahun 1992 tsntang Kesehatan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun t992 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indoncsia Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribtsi Daenah (kmbaran NegAra Republik hdonesiaTatrun 1997 Nomor
41, T:urrbahan Lenrb;ran Negra Republik ktdonesia Nomo'r 3685) ),
sclraglimonr telah diubah dcngan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 ( lrrnbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tnmtrrhnn l-cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemb:uan Negara Rcpublik lndonesia Tahun L999 Nomor 60,
'l';rmbnhan l-cmbnrnn Ncgara Rcpubtt llrdonesia Nomor 3839);
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah R$at dan Daaatr (I*mbran Negra
Repubfik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 72, Tanbahan klxrbran Negara
Rcpublik Indoncsia Nomor 38a8):

(r. Perafuran Pcmcrintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penl,e1nh*
Sebagian Unsan Pcmsrintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada
Daerah Q-emharan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9,'l'rmbnhan I.cnrbrran Ncg:rrl Rcpublik lndonesia Nomor 3347)',

7. I)craturan Pcnrcrintah Nontor 20 l'ahun 1997 tentang li.etribusi Daerah
(.I-cmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Kcschatan Nomor 326lMenkes/SlV1990 tcntang
Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor I2O3A4ENKES/SKBDOVI993 dan Nomor 440/4689|PUOD
tentang Tarif dan Tata l:ksana Pelayanan Kesehatan Indonesia dan
Anggota Kcluarga;

10. Keputusan Basama Mcntcri Kcsehatan dan Mcnteri Dalarn Ncgcri
Nomor : 93AAI4ENKESAKB4VI96 dan Nonror 17 Tatrun 1996 tenhng
Pe<lornan Pelaksanaan hrngutan Rehrbusi Pusat Kesehatan Ndaqyarakaq

11. Kcpuhrsan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Refibusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tatrun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pcmeriksaan di Bidang Rctribusi Daerah;

13. Kepunuan Gubernur Kcpala Dacrah Tingkat I Jawa Tsngah
Nomor 44014?/1988 tentang Pe.$oman Pclalaanaan Penggunaan
Potongan lamgsung olch Sarana Pclayanan Kcsehatan Dasar dan Tata
C.ara Pertanggungj awaban ;

14. Perahran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Karanganyar Nomor 7
Tahun 1990 tcntang Ponyidik Pogawai Ncgcri Siprl di Lingkrm$n
Pemerintah Kabupaten Daerah Tinglot tr Karanganyar (Irmbaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr lfuranganyar Tahun 1990
Nomor 49);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat II Karanganyar Nomor 6
Tahun l99S tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
lr4asyarakat Kabupaten f)aerah Tingkat II Karanganyar (Irmbaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (kmbaran Daerah
Kabupaten Dacrah Tingliat II l(aranganyar Nomor 21 Tahun 1996
Scr i  D, No, l8) ,

Dengan pcnehrjuan

DE W AN PER W AKII.A}J RAKY A1' D AERAFI IC{BI.TPA]3,N KARANGAI'ryAR

MEVfUIUSKAN:



Ir{cnetapkan : PERATIIRAN DAERAH KABIIPAIS,N KARANGAIflfAR
TENTANG RETRIBUSI PELAYA}.IA}I KESEHATA].I PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABI.IPATEN KARANGAI.IYAR.

":fll

BABI '

KETENTUAN UMUM

Pasd I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

r. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
b. I)inas Kcschatan adalah Dinas Kcschatan Kabupaten Karanganyar';
c. Kcpala Dnas Kcsehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Karanganyar;
d. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjufrrya disebut Puskesmas

adalah Unit Pelalisana Teknis Dinas Kesehatan Daerah
mclaksanaknn pclayanan upaya kesehatm secara padpurna
masyarakat dcngan wilayah kerja tertentu;

e. Kepala Puskesmas adalah K+ala h$kesmas di wilayah Kabupaten
Karanganyar;

L Puskcsmas I'crawatan adalah Puskcsmas dcngan kegiatan fungsional
vang dilakukan oleh tenaga kesehataq yang mencakup pemondokan,
pcnggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;

g, Puskesmas Tanpa Perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan
fi.rnpional yang dilakukan oleh tenaga kesehataq yang mencakup
penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai
penderita;

h. Puskesmas Pembantu adalah hrskesmas dengan kegiatan funpional
yang dilakukan oleh tenaga kcsehatan, yang menyangkut bagian wilayatr
kerja hrkesrnas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;

i. Puskormas Kcliling adalah unit pelayanan keschatan keliling yang
dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan
kcschataq serta scjumlah tc,naga yang borasal dari Puskosmas guna
menurfang dan me,nrbantu pelakranaan kegiatan-kegiatan Puskesmas
yang belum tcrjangkau olch pclayanaa kcschatan;

j. Pelayanan Kesehatan adalatr pcnyelengg:nium kegiatan pokok kesehatan
yang dilaksanakan oleh Puskesmas;

k. Jaminan Perneliharaan Kesehatan Masyarakaf yang selaqiutnya
disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang paripurna berdasarkan a?as kekeluargaarq yang
berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan
yang dilaksanakan sec:tra pra upaya;

l. Kartu Schnt adalah surat kcterangan yang dikeluarkan olch Dinas
Kesehatan lGbupatcn untuk mcndapatkan pclayanan kcschatan di
Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Karanganyar;
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m. Konsultasi Medik adalah konsultasi baik oleh pasicn kcpada tenaga medis, maupun antar
tcnaga mcdis dari jcnis spesialis yang bcrbeda dalam hal penanganan terhadap kasus
pcnvakit;

n. Darurat Medik adalah tindakan kegarvat-danratan yang harus segera dilaksanakan;
o. Bahan atau alat adalah bahan kimia obat unhrk kesehatan (pakai habis), bahan Radiologi

&rn bahan lainnya unhrk digunakan langsung 'dalam rangka observasi, diagnose,
pengobatan, perawatan dan pelayanan kcsehatan lainnya yang dapat disediakan oleh
Puskesmas;

p, Badan adalah suatu bcnhrk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perscroan lainnya, Badan Llsaha Mlik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firmq Kongsi, Koperasi, Yayasan
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, benfuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya;

q. Retribusi Jasa lJmum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pcrncrintah Dacrah unluk tujuan kepentingan dan kemanfaataR umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

r. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas'yang selar{uttya disebut Retibusi adalah
pungutan atas pelayanan yang dibcrikan oleh h-rskcsruul;

s. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selaqiutnya disingkat SKRD adalah surat
Kcpuhrsan yang menentukan bcsarnya jumlah retribusi yang tcrutang;

t. Surat Tagihan Reribusi Daerah yang selarijutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi ctan atau sanlcsi aclminishasi berupa bunga dan atau denda;

u. Kas Daeratr adalah Kas Daaah Kabupaten Karanganyar.

BAB tr

PELAYANA].I KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Bagan Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

(l) Pelayanan kesehatan di Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan non
medis.

(2) Puskcsmas sebagaimana dimalaud ayat (l) Pasal ini meliputi :

a. Pukesmas Tanpa Pcrawatan ;
b. Prskesmas Perawatan.

(3) Pelayanan kesehatan yang dibOrikan di Prskesmas meliputi :

a. Pelayanan Promotif (peningkatan);
b. Pelayanan Preventif (pcncegahan);
c. Pelayanan Kuratif (pengobatan);
d, Pclayanan Rehabilitatif (pemulihan).

I-
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Pasal 3

(1) Puskesmas Tanpa Pcrawatan sebagaimana dimaksud Pasal2 ayat (2) huruf a peraturan
Daerah ini memberikan pelavanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan
dcngan menycdiakan sarana scsuai dengan jenis pelayanannya.

(2) Puskcsmas Pcrawatan scbagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b Perahran Daerah
ini memberikan pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama berupa rawat inap sesuai
dengan .jenis pelavanannya.

(3) Dalam upa.yt mcndckatkan pclayanan kesehatan kepada maqyaraka! pelayanan
kesehatan dapat diberikan melalui Puskesmas Keliling dan puskesmas pembantu.

(4) l-okasi Puskesmas Tanpa Perawatan, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas pembanhr
ditetapkan olch Bupati atas usul Kepala Dinas.

(5) Lokasi Puskesnras Keliling ditentukan oleh Kepala puskesmas.
:

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kesehatan

Pa.sal 4

(l) Pemerilaaan Kesehatan dilakukan oleh dokter hrskesmas dengan menuqjukkan Karhr
Tanda Penduduk atau Surat Kcterangan dari Kepala Instansi/I)esa/Kelurahan atau tanda
pengenal,,bukti dfui lainnya.

(2) Pemeriksaan kesehatan yang dilayani di Puskesmas meliputi :

a. Pcmcriksaan kcschatan calon pcngantin;
b. Pemeriksaan keschatan calon pcgnwaiAarvawan;
c. Perneriksaan kesehatan calon haji;
d. Pemeriksaan kesehatan calon transmigran;
e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melanjutkan sekolah;
f. Pcrncriksaan kcsehatan untuk kcpcrluan asurinsi;
g. Sosial / cacat;
h. Pengantar i Visum ct Rcvcrtum luar;
i. Pemeriksaan kesehatan untuk calon Tenaga KEda Indonesia ( TKI ).

(3) Dsamping jenis-jenis pelayanan pemeriksaan keschatan sebagaimana dimaksu d ayat (2)
Pasal ini, Puskesmas dapat melayani pemerilaaan kesehatan lainnya sesuai dengan
kebunrhan pemohon baik perorangan maupun instansi.

I)a.sal 5.

(l) Pemeriksaan kesehaian calon pengantin dilakukan terhadap sepasang calon pengantin
yang akan mclangsungkan pcrkawinan schclum pendaftaran perkawinan di Kantor
l.lttuan Agama Kccamalan atau Kantor C]alatan Sipil,lfubupaten Karanganyal'.

(2) Setelah <liaclakan pcmcriksaan, ttoktcr mcmberikan surat keterangan sehat untuk clapat
mclangpungpkan pcrkawinan kcpadr scpasang calgn pengantin yang dinyatakan sehat.

(3) Calon pengantin yang dinyatakan tidali sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan
dan diharu"skan unfuk bcrobat sampai scmbuh tanpa menghalangi proses perkawinan.
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Pasal 6

Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pegawailkaryawan, calon haji, oalon transmigran, dan
pemeriksa.en kesehatan untuk kepelluan melanjutkan sekolah rnaupun asuransi serta
pemeriksaan keschatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang bedaku.

Bagan Kctiga
Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 7

(l) Pelayanan kesehatan terhadap anak Sekolah Dasar / MI dan SLTP dapat ditayani di
Puskcsmas / Pu.skesmas Pcmbantu berdasarkan rujukan dari sekolah.

(2) Pemberian imunisasi pada anali sekolah SD / MI dilayani oleh petugas Puskesmas dan
dilalsanakan di sekolah yang bersangkutan sesuai walfir yang zudah ditennrkan.

Bagian Keernpat
Pelayanan Terhadap Keluarga Tidak Mampu

Pasal 8

(l) Keluarga tidak mampu dapat diberikan pclayanan kesehatan sesuai standart pelayanan
kesehatan di Pu.ekesmas.

(2) Bagr pcndcrita tidak mampu rebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dapat dibebaskan
dari biaya perawatan dengan menunjukkan karru sehat atau surat keterangan tidak
mampu dari pejabat yang benvenang.

(3) Syarat-syarat mendapatlian Kartu Schat bagi penderita tidak mampu sebagaimana
dimaksud avat (2) Pasal ini diarur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB M

PENGTII-OI-AAN PERBIJKAI-AN I:ARMASI / OBAT.OBATAN

Pa.sal 9 ,
( I ) Pcrbckalan farmasiiobat-obatan untuk kcpcrluan pclayanan kcschatan di Puskcsmas

bcla-sal dari clana Pcmcdntah, I)cmcdntah Daerah dan PT ASKES yang disedialtan
nrclalui Dinas Keschatan,

(2) ,,\llnbihr tcrjadi kckurarrgan kchutuhnrr pcrbckalan farmasi/obat-obataq Pemorintah
Daerah dapat menyediakan dana pembelian obat-obatan bagi Puskesmas sesuai
kcmampuan kcuangan daerah, yang discdiakan melalui Dinas Kesehatan.
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BAB ry

NAIvIA, OB}T,K DAN SLIB}EK RETRIBUSI

Pasal 10

Dcngan nama ltctribusi Pclayanan Kcschatan Pada Puskesmas, dipungut Retribusi atas
pemberian Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Pasal I I

(l) Obvek Retribusi adalah setiap pelayanan kcsehatan yang diberikan pada Puskesmas.
(2) Penggolongan tindakan medik dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana

dimaksud ayat (l) Pasal ini tercantum dalam Iampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Perahu'an Daerah ini.

Pasal l2

(1) Subyck Rctribusi adalah setiap orang pribacli atau badan yang mcmperoleh pelayanan
kesehatan di Puskesmas.

( I ) \\rajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jarvab atas
pembayaran rctritrusi pelayanarr kcschatan pacLT Puskesmas.

BAT] V

(i(')l.ONG r\N ITDTRIBLISI

Pasal I 3

Rctribusi Pclayattart Kcschatan pada Pu.skesmis teirnasuk golongan Retribusi .Iasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUK1IR TINGKAT PENGGUNAANI JASA

Pasal 14

Tinglat pcnggunaan jasa Retribusi Pclayanan Kesehatan pada Puskcsmas diukur
bcrdasarkan junrlah/jcnis baharu tindakar\ jenis alat pelayanan kesehatan dan waktu
pemberian pclavanan.

UAB VII

PRINSIP PENE'TAPAN, STRLIKTUR DAN BESART.IYA TARIP RETRtsUSI

Pasal 15

Prinsip penetapan tarip retribusi unruk memperoleh pendapatan dengan mempelhitungkan
biaya administrasi, biaya bahan, jenis alat pclayanan kesehatan, biaya
perawatan/pemeriksaaq tindakan, pengobatan, biaya bahan dan ala! penginapan dan
konsumsi.
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Pasal 15

Stnrktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesnus sebagaimana
tcrcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 17

Biaya bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana
dimaksud Pasal 16 Peraturan Dacrah ini dibcrlakukan mcnurut atau Harga Eceran
Tertinggi G[ET) yang bcrlaku.

BAB VItr

PENCELOLAAN PEbIDAPATAN

Pasal I 8

( I ) Penerimaan pendapatan Puskesmas yang diperoleh dari biaya pelayanan kesohatan
60 q'6 (enam puluh peruen) disetor ke Kas Daerah dan 40 7o (empat puluh persen)
dapat digrrnakan langsung oleh Pu.skesmas untuk menuqiang kelancaran tugas
pelayanan.

(2) Pcnggunaan 40 0.6 (cmpat puluh pcrscn) penerimaan pendapatan Puskesrnas yang
digunakan langBung oleh Puskesmas diarur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas Kesehatan.

Pasal 19 ,

(l) Pendapatan ralvat inap di hrskesmas yang diperoleh dari biaya bahan, biaya sewa alat
Puskcsmas dan biaya pemerilcaan/tindakan disclor ke Kas Daerah.

(2) 7S 96 (tujuh puluh lima persen) dari komponen biaya pemeriksaan/tindakan yang disetor
ke Kas I)aerah sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dikembatikan ks Puskesmas
untuk digunlkan sebagai operasional pelaksanaan pclayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB H

S AAT R.ETRTBUSI'TERU"TANG

l'asal 20

Satt Retribusi terutrng adalah pada sa.rt ditetapkan SKRD atau Dolumen lain yang
dipenamakan.

BAI] X

\ITILAYAH PEMUNGUTAN

Pa.sal 2l

Rctribusi terutang clipungut di Wilayah Daerah. ,



BAR.XI

TAT A CARA PEN,fLTNGUTA}I

Pa.sal 22

(l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B,{B XN

SANKSI ADMIMSTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Itetribusi tidali membayar tepat pada waknmya atau kurang memba1,n1
dikcnakan sanlsi administrasi bcrupa bung scbcsar 2 o/o (dua persen) setiap bulan dari
retribusiyang terutang atau kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD.

BAR XM

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

( I ) Pembayaran l{ctribusi harus dilakukan sccara tunai.

(2) Bupati atau Pejabat yang dirunjuk dapat mcmberikan izin kepada Wajib retribusi untuk
mengangsu Retribusi terutang dalam jungka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipenanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribtsi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan
olch Bupnti.

(4) Bupati atau Pe.jabat yang ditunjuk dapat mcngizinkan Wajib retribusi unfuk mcnuncla
pembayaran rctribusi sampd batas wakhr yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dip ertanggung j awabkan.

(5) Pembayaran retribusi hanrs dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang dituruuk
sesuai rvakru vang ditentukan dengan menggunakan SI(RD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(6) Dalam hal pembavaran dilakukan di tompat lain yang dintqiuk maka hasil penerimaan

re[ibusi harus clisetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I kali 24 jam atau dalam
rvaktu vang ditetallkan oleh Bupati.

(7) r\pabita pcmtral,aran Rctribusi setelah lervat waktu yang ditentukan sebagaimana
ctimaksud avat (l) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 o./o (dua pcrscn) per bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dengan

menerlritkan STRD.
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Pasal 25

(l) Pcmba.varan ltctribu.si scbagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini
diberikan tanda bukti pembavaran.

(2) Bcntuk dan isi bukti pembayaran rcfibusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XW
'l' ;\' l',,\ (1,,\R.,\ l'}llN.,\GIHAN

Pasal 26

(l) Sural teguran ntau pcringatan scbagai arval tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh)
hari sejak.ianrh tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari scjak tanggal surat teguran atau peringatan wajib
retribusi harus melunasi renibusi yang terutang.

(-j) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimalssud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBE,BASAN RETRIBUSI

Pa.sal 27

( 1) Bupati clapat memberikan pengurangaq keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) 'l'nta cara pcnrbcriln ;lcngurflngan, kcringanan clan pcmbcbasan rctribusi scbagaimana
dimaksud ayat (l) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB ,XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(l) lvajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan pating lama 6 (enam) bulan atau denda pating banyak
4 (empat) kalijumlah retnrhusi terutang.

(2) Tindak pidana scbagimana dimaksud ayat (l) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X\/N

PBNYU)II(AN

Pasal 29

(l ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
rvowenang khusus scbagai penvidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah.

Paraf



(2) wervenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini adalah :
a. lvlcncrinta , mcncari, mcrrgumpulkan clan mcncliti ketcrangan atau laporan bcrkcnaan

dengan tindak pidana di tridang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tencbut rncnjadi lebih lcngkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribacli atau badan
tentang kebenaran perbuatnn yang dilalukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribrsi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan dndak pidana di bidang Rctribrui Dacrah;

d. Memeriksa buku-bukq catatan-calatm dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dcngan tindak pidana di bidang Rctribusi Dacrah;

c. Melakukan pcnggelcdah:rn unhrk mcndapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumcn lain, scrta mclakukan pcnyitaan terhadap bahan bukti
tersebut.

l.. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh.berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pcmeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idsntitas orang dan atau
dokumcn dibawa sebagaimana dimalaud hunrf e ayatini;

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana renibusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kclancaran penyidikan tindak pidana cti

bidang Retribusi Daerah menumt hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dirnaksud ayat (l) Pasal ini mernberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penldikannnya kcpada pcnuntut umum sesuai
dengan ketentuan yang diahu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitatr Undang-unclang l-Iuhum r\cara Pidana.

BAB XVM

KETENIUAN PENUTIIP

l)nsnl 30

Hal-hat yang belurn cukup diatur dalam Peraturatr Daerah ini al€n diatur lebih lanjut oleh
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupatm Daerah Tingkat II KaranganyaE
yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr
Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994 serta diubah tcrakhir dcngan Peraturan Daerah
Kabupaten Daetah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tatrun t997, untuk ketsntuan-
ketentuan yang berhubungan dengan pelayanin kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingl€t tr Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983
tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, yang telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan tidak
bcrlaku lagi.

Paraf



Pasal 32

Pcraturan Dacrah ini mulai bcrlaku llada tarrggal tliuntlangkan.

Agar setiap orflng mengctahtrinyq memcrintahkan pengundangan Peratut'an Daerah ini
dengan pcnempatannya clalam l-cmbaran Dacrah Kabupaten Karanganyar.

Ditctapkan di Karanganyar
parla limggal l5 Pcbnrad 2001

Diundanglian cliKaranganvar
\aiir^"'r; L otl

DA}]ITAII

LII'r\IttVAN

]r\ l l  r \N I)r\ l i l l r \ l  I  K z\I l t . lPA'l ' l iN KAIIANGANYAR
NOM( ) t t  5 

' , l 'n l  l t  lN 2001 sl i l { l  l l .  / r

tanggal t5

6t. a l
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I'llNJIll-z\Sr\N
l'l : lt r\'f t llt AN I) A lill,4.l'l K AR L iP A'IEN KARANGA]ryAR

NOtvlOIt /t 'rAl'lLrN 
2001 i'fliMI'r\NG

I t i l ' l ' l { l l } l  iS I  l ) l i l , r \ \ ' r \ \ i r \N  KI : .S I : l l r \ ' l ' r \N  Pr \Dr \  PLISTVI i  KESEI ITVIT \N
i\4AS\". \ I IAK,4. ' f  I (AI i } IJI , , . \ 'TT.,N KARANGA}f lTAR' '

l

I

l ,  l ' l1N, ln l . , , \S i , , \N (  r \  l l  IN{  :

l)nlanr r i lngka nlcningkatl(nn kuil l i l : ls l)clnyi lnnn kcselmtan pa(ln Pusnl Kcsehatarr
\'l:rs1';11"11",1 scsu;ri dcnunn l)crkcnll)xngnn (lilrl kcbutuhan miwyarakat dervasa ini, mala
tlillcr'ltrklrt slllnl cl;rn 1lra.*nrana scrla lcnilqa rneclis I para medis vangilehih memadai.
( )lch krt'crurnvn l)crncrinlnh Dncrrh l)crlu lneningkatkan Puskesntas . agar dapat
ntcr r t l tc r i l ' i r  n  lc l i r l i r r r ; r  n  \ ' ;u  t !1 .  lc l r i l r  hr r i l , .

l ' )crl ir tul l l t  l )ucutlr Kabull i t lcrt Dncllr l t  
' l ' i rrgklt 

I l  I{ lranglnYul Nomol l0
'l'lhun 

1989 lentang Pclayanan Kcschatan pacla Rumah Sakit Umum dan Pusat
hcsclralln ivlas\'arakrt Kabull:rtcn l)rcr:rh 

'fingkat 
II Karanganyar, yang merupakan

f)e:ds111nn blgi llcllksnnniln pclal,an:rn kcscrhntrn lraik cli I{SLI maupun Puskesmas, telah
cliubah kcclul kal.i, \,aitu pcrubirhiur pcrtlnrr dengan Peraturan Drerah Knbupaten
Dacrah Tingkat II Karnnganyar Nomor 13 Tahun 1994, dan yang tcrakhir dengan
Peraturan Dacmlt Kabupatcn Dacrah 

'l'irrgkat 
li I(arangan)'ar Nomor,2 Tahun 1997,

dipandang sudalr ticlak .scsuai dengan pcrtembangan keadaan dewasa ini. terutama
materi ),ang mengatur pclayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masl/arflkat, sehingg.a
Puralurln Dlui'ah tcrscbul perlu ditinjau kcmbali. Demikian juga dengan Peraturan
Dacrah Knbtrpntcrr l)acrah 'tingkat 

II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 tentang
Pcnredksnan Kcsehalan Cnlon lvfcnrpchri ynng telah diubah clengan Peraturan Daerah
I(abupntcn l)acralr ' l ' ingkat I Karangan\, lr Nomor 5 Tahun 1991.

Gunir lcbih mcningkatkan kcmandirian Puskesm:rs dalam memberikan pelayanan
kcschatan pncla nrasyarakat maka taril' pchyanan ' kesehatan pada Pu.skesmas
scbagaimana <liatur clalam Pcratrtran Dacrah Nomor 10'Iahun 1989 jo. Peraturan
I)arrrah Nonror l3 Tahun 1994 dan Nomor 2 Tahun 1997 perlu ditinjau kerntrnli.

l ' l rN.l l ' i l -r\ t iAN

I)nsnl I  hurrrf n

l ' r \SAl .  D

hurrl' [r

hr t r t r t 'c
hunt l ' t l

hunr l 'c
huru l ' l '
hunrf g

hurrr f ' l r
Irunrf i

l l . Ulvll l'Atir\1..
Cukup.iclas.

Clukup.iclas.

Cukup. ic las.
Clukup jcln.s.
Cukpp jclas.
Cukup jcla.s.
Cukup jcla.s,

Clukup jclas.

Cukup.iclas.

F _

rarlrt



hurufj

huruf k

huruf I

hurul'm
huruf n

hunrf o

huruf p

huruf q

hruuf r

huruf s

huruf t

huruf u

Pasal2

Pasal 3

Pnsol .l

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)

ayat (2)

Pasal I

Pasal 9

Pasal 10
l

i

11

I _ _

l ' i t t ' l t l

Pelayanan kesehnlan yang dilakukan di l)uskestnas nreliputr
kegiatan pokok kesehatan antara lain :
L Kcschatan lbu dan Anak.
2. Kcluarga Berencana.
3. lJsahr Pcningk:rlan Gizi.
4. Kcschatln l.,ingliungan.
5. Pcnccgahan dan Pembelantasan Penyaliit N,Ienular'.
6. l)cngotrrt:ut tcrr rta.suli playaniur darurirt kur:na kr:ccdiil.iiuut.
7, Penluluhan kcsehatan masyalakat.
8. Kcsehatan Sckolnh,
9. Kcsclr l l l rr ohh rlgl.

I  ( ) .  I )crntvt t l i r t r  l . r . :sc l r l r l ; r r t  t t r ; tsYrrr ' ; r l i i t l .

I l . Kcschatart kcrj:r.
12, Kesehrtan gigi drn mulut.
13, Kcschatan.j irva,
l.t. Kcschalnn matr,
1i. l,aboratorium scclcrhana.
16. Pencalatan dan pelalloran dalam rangka sistim

inlbrrnasi koscltatart.
17. Keschatan usia lanjut.
18. Pembinsan pengobltm tradisional.

Cukup.ielas.

Cukup.jehs.

Ciukup.iclas.

Clukup.iclas.

Cukup.iclns,

Clukup jclns.

Cukup jchs.

Culcup jclas.

Cukup.ielas.

Cukup jelas.

Cukup jclas.

Cukup jelas

Culiup jclas.

Cukup jcln.s,

Cukup.iclm.
(lukup.jcla.s.

Cukup.iclas

I)cnrbcrian imunis;rsi rlil;rksannkan scsuai .indrvrl 1'nrrg su<lah
dilenrukan dan diatur oleh Itepala Puskesmas, sesuai
dcngan .jcnis inrunisa.sinvn.
(lukup.jelas.

Clukup jela.s.

Cukup jelas.



Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasnl  I4

Pasal I 5

Pasal l6
l)nsnl I  7

l) lsal M

l)as:rl I()

l'itsnl ?()

l'jasal 2l

Pasal 22 avat ( I  )
i t v i t l  (  J  )

Pa.sal 23

I)asal 2-l

l ' l s l l  25
l);rsal l6
l'asal 27

l)nsal 2ll

l'nsal 29
Pasll -10

Pasal 3l

Pasal 32

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup.ielas.

C.ukup jelas.

Cukup iclas.
('ukup jcl:r.s.

( 'rrku1: jclns.

(-lukup jclas.

( ' t tkup.icrlns.

Cukup jclas, .

Cukup.iclns.

Iurrg tlirrurksurl tlcngan dokumcn lain yang clipcrsamakan
antara lain herupa karcis ma^suk, kupon, karru langganan.
Cukup jclas.

C-'ukup jelas.

('ukttp jtrl;rs.,
( ' ' trktr lL. i t : lns.
Cukup.jelas.

Cukup jclns.

( 'ukup jclas.
C-'ukup.iclas,
(iukup jclas.

Llukup jelas.

Paraf



I-AMI'II(AN I
PERA.TURAN DAERAI{ KABTIPATEN KARANGAI.IYAR
NOMOR A TAHLN 2001

1..1.NccAI . tF faVrw*ri AD0t

PENGC}OI,ONGAN TINDAI(AN MEDIK YANG Dz\P,,\T
DI'I'ANGANI PI ISKITSMAS

A. TINDAKAN MEDIK LMUI\4

r' Ringan ' 
: ir'ilililiilT:-J 

riakt*ra;'
- Kateterisasi urine.
- Daucr Kaleter. .  

" j- I-itvcmcn.
- Pongawa.san'l'ransfusi.
- Pemberian nrakanan lervat selang hidung.

2. Sedang :

B. 'I'INDAKAN MI]DIK KI-IIIS('S

Schoorstecn.

Perarvalan tali pusnt.

Pcrnn.sangan inlirs.
T'indik.

T'indakan dngrn lainnya.

Aspirasi Cairan Asitcs.
I)crarvalan (krnrolio (lcrcbri ((icgar otak ringan).

Perawatan sub ileus,

Biopsi/pap snrcff diluar' lab,

l)awir.

Menjahit lukn lchih tlari 5.,
'l'indakan scdang litinnva.

- trungsi cairan scndi.
- I;ungsi hcrnatoma.
- Pcnnnganan llcmbcrian cliran 1:ada clchiclrasi.
- Combustio ( perarvatan' ).
- r\ngkat Coqlus Alienum.
- Vcna seksi.
- Cirsumsisi ( hhitan ).
- 'l'indakan mcdik khusus lainnva.

20L)t

ARIVIAN

AtT AN D AIIRAI.I K NNI JP A'TIIN KARANC}A}\NTAR

Diundangkan di Karanganyar
tanggal 15 Pthrur',ritr#



LAMPIRAN II
PER ATLTRAN DAERAI{ KABIJ?ATEN KARANG ANYAI
NOMOR 4 TAlItrN 2001
TANGGAL 15 PEBRUARI 2OOI

RINCIAN BIAYA PELAYANAN KESDHATAN
PADA PUSKESM.A.S

BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN

l. Poliklinik Llmum dan Gigi.
a. Administrasi
b. Obat paket
c. Bahan habis pakai dan sewa
cl. Ja.sa l)cmcriksaan

Junrlah

Darurat Medik Rawat Jalan.

a. Administrasi

lr. C)hat

c. Bahan l-labis Pakai

d. .lasa pcmcriksaan

'findakan Mcdik

I N"l- Jcnis Pclll 'anan

I
F 'l'indalian Mcdik Llmum

- IUngan
- Sedang
Tindakan Medik Khusus

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

.Ienis Pelayanan

Pcrtolongan Kccil

Pencabutan gigi

- Tetap
- Sulung

r dengan Injek^si
* tanpa Injcksi

Pencabutan gigi dengan

Komplikasi liraktur

Pengobatan urat syaraf

('l'urnllatan scmcntara)

Tumpatan Amalgam/Silikat

Pembersihan karang gigi

Per Zetting

Pengobatan Abces dengan

250,00
1.500,00

500,00
750,00

Ilp 3.000,00

Rp 500,-,
scsuai harga obat,
sesuai harga Rahan Habis Pakai.

Rp 2,000.-

Alat Tindakan

Itp
Rp
Rp
Rp

')

.3.

Jumlah

3.750
3.750
7.250

r.250
2.500
6.2s0

500 - 5.000
5.000 - 10.000

20.000

)

6

2.500

3.000

4.000
2.000

7,000

3.000
3.500

5,000

5.000l 1

I
L__l::::: --

7.500 - 10.000
11,250 - r6.2s0

33.500

500

750

1.500
500

1.500

1.000

1.000

750
750

500

1.000

r.500

1.500

1.000
1.000

5.000

1.500
2.000

3.000

4.000

('atntnn : Obat l)aket dibayar di Lokct Pcmbayaran Depan.



B. BIAYA PEMEzuKSAAN LABORATORIM SEDER}IANA.

No | .Ienis Pclayanan Biarya ( Rp )
Ilahan Alat Tindnkan Jumlah

lPemeriksaan Darah
I
I. T{B SAHLI
I
I. I-ED
I

l- Gol. Darah
l- Clonins Time
t -
l- Blccding Time

l- Malaria
I

lPemcriksaan Urinc

i- Lcngkap
l- lleduk.si

l- Protein
I

l- Scdimcn

l- Urobilin
t * , . .
l- burnrDln
l- ' l 'cst Kchamilan
I

I Pemeriksaan linjalFaeces

l- Ankitos Concentrat

l- Benziclin test

lPcmcrikslan Spurum
l -  grn

1.150
1 .150
1.600

809
800

1.500

3.500
l .  150
1 .150
l .  150
L l50
1 .150
7.500

1.500
1.500

5.250

1.500
500
500
500
500
500

3.500

500
500
550
400
400
900

900
900

2.500

1.500
350
350
350
350
350

2.s00

350
350
350
300
300
600

600
600

1.750

2.000
2.000
2.500
1.500
1.500
3.000

5.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

13.500

3.000
3.000

9.500

Catatan : Pcrneriksaan urinc lengkap rncliputi : reduksi, protein, sedimen, urobiliq bilirubin

C. IIL\\'A I)IILAYr\NAN RAWA'I' INAI'>

No Jenis Pelayanan Biava ( Rp )
Bahan Alat Tindakan Jumlah

I 2 3 4 5 6
I
2

lAdminisrasi
lllalat lnap Umurn

l- Kclns I

l- Kelas II

l- Kclas III

lDarurat Medik

l-  Kclas I

i -  Kc lns I I

l -  
Kclas I I I

lltuang Bayi

l- xetas t
l -  Kclns t l

l- Kelas III

lRuang Perinatologi

l- Kelas I

l- rcetas u
l- Kclas III

.1

l

2.250

13,500
9,000
4.500

t5.7 50
5.62s
4.500

6,750
4.500
2.250

10.125
6.750
3.375



I

:

i ,
rii
tI'ill
ffi
il;I
ilrt
ilii
lii
lxii
.l

l 0

il

Pemeriksaan Dokter
I . lmum
- Kclas I
- Kelas II
- Kelas III

iPcmcriksaan Doktcr
- Kelas I
- Kela.s II

- Kclas III

Konsultasi Doktcr Ahli

Pertama
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

Konsultasi Dokter Ahli

[Jlangan
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

Konsultasi Gid
- Kelas I

- Kelas II

- Kclas Itr

Tindakan Penalinan

Fisiologis

a. Dok'ter Umum

- Kelas I

- Kelas II

- Kelas III

b. Bidan

- Kelas I

- Kcla.s II

- Kelas III

Patologis

n. Doktcr ,\hli

- I(clas I

- Kelas II

- Kelas III

L

r2

,\hli

25.500

25.500

25.500

25.500

25,500

25.500

3 5.000

35.000

35.000

4 6

17.000
, 17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

2s.000

25.000

25.000

60.000

45.000

35.000

30.000

22,500

17,500

162.000

132.000

102,000

7.500

5,000

2.500

15.000

r0.000

5.000

15.000
10.000
5.000

7.500
5.000
2.500

6.000

4.000

2.000

102.500

87.500

77.500

72,000

65.000

60.000

222.000

192.000

162.004



I 32 4 { 6

I
I
I
I

I
I

i  13

i
I

lt,, 
ooxt.r Umum

| - Kela.s I
I
| 

- retas n

| 
- rcra.s ru

jAborms dengan Digital

ia. I)okter Ahl i
I
| 

- Kcla.s I

| 
- Kelas It

| 
- x.r.' m

lb. 
Dokter Umum

| 
- Kelas I

| 
- Kelas tr

|  
-Kehsm

I 
Abomus dengan Curretage

la. 
Doker Ahli

| - Kclas I

i 
- retas n

| 
- Kclas lll

lu. 
nulrcr umum

I - Kelas I
I

| 
- Kclas iI

|  
-Kehsm

lResusitasi 
Bal

la. Asfiksia ringan (Apgar

I z-ror
| 

- Dokter Ah[

| 
- Doktcr tJmum

| 
- Paramedis

lb. 
Asfeksia sedang (Apgar

I o-ul

| 
- Dokter Ahli

| 
- Dokter Umum

| - Paramedis

35.00(

35.00(

35.00(

7.50(

7.50(

7 .50 ,A

7.s0(

7.50(

7.50(

25050C

25.504

2s. s00

?5.500

25.500

25.500

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

l 4

t5

81.000

61.000

5 1.000

27.000

22.000

17.000

13.500

11.000

8.500

100.000

85.000

70.000

50.000

42.500

35.000

30.000

15.000

7,500

43.200

21.600

10.800

,5.0001
25.0001
25.oool

I6.0ool::::l
6.000l
6.oool"*l

17.ooo I
17.oool
t ?.5001

r7.0o0l

t;:::l
I

13.5001

ffi:l
I

13.5001
l3.50ol
13,5001

141.000

121,000

111.000

40,500

3 5 .500

30.500

27.000

24.500

22.000

142.500

r27.500

112.500

92.500

85.000

77.500

59.500

44.500

37.000

72.700

51.100

40.300
1i
il
lili
ilt;
lt:

. l l l l
l l l

li,



I L 3 4 5 6

l6

c. Asf'eksia scdang (Apgar

0-3)

- Dokter Ahli

- Doltcr Umum

- Paramedis

Rehabilitasi Medik

a. Latihan fisik

b. hfra Red

c. Massage

d.Vibrator

e. Traksi

f. Diathermi

g. Kompres Hot pack

h. Electrical

16.000

16.000

16.000

2.750

2.750

2.750

2.750

2,750

2.750

2.750

3.500

13.500

13.500

13.500

L.375

r.?75
r.375
r.375
1.375

1.375

L.375
1.7s0

s7.600

28.800

14.400

1.37s

t.375

t.375

t.375

1.37s

1,37s

1.375
1.750

87.100

5E.300

43.900

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500
7.000

Catatan : Pemakaian obat pada rawat inap sesuai dengan standart SK Menteri Kesehatarl

dengan Kctcntuan obat-obat4n disediakan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten,

D. BIAY A I'til\4ICII IKSAAN KESIthIA',I'AN (I(IR)

(latatan : Kllt mcliputi 
'l'll, 

lll], 
'l'ckanan l)arah, I:lb, Fisik Diagnostilt, Imunisasi Tl'

untuk Calon Pengantin Putri. Apabila mernerlukan pemeriksaan lairq biaya

scsuai tarip vang hcrlaku,

Jcnis Pclayanan

C:ilorr lcngalrlin (sc;lnslrrg)

Calon PegawaiAiaryawan

Calon Haji

Calon Transmigran

Peserta Asuransi

Keperluan Sekolah

Sosial (C.acat)

Pengusutan/VetRl ,uar

Calon TKI

J.000

1.500
2.s00
1.350
5.000
1.500
1.350

1.500
2.500

Tindakan

4.500

1.500
5.000
1.500
5.000
r.000

3.000

5,000

2.500

1.000
2.500

650
s.000
1.000

650
1.500
2.500

10.000

4.000

10.000
3,500

15.000
3.500
2.000
6.000

10.000



E. LAIN-L,AIN

No Jenis Pelayanan

Imunisasi
. BCG
- DPT I,II,M
- Campak
- Hepatitis B

: fFT
- Meningitis
- Influensa
- Polio

KB
- Suntik
- Pasang IUD
- Lepas IUD
- Kontlol IIJI)
- Pa.sang Implant
- Lepas Implant

Pcngasapan Vektor

DBD/foegingn(K

Pesefta ASKES
- I.IKS 

:

- Pcgawai

13iaya Pclayanan

Cucian dan Seterika
- I potong kain

panjang/sarung
- I potong seli'

mut/honduk
- Pakaian de-rvasa
- Pakaian anak

Biaya Pemakaian

Ambulancc orang

snkit
- BBM / Km.

Sewa mobil / Km

Jasa Pengemudi /

Itln

Jasa Pengan[al /

Km

500
500
500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500
500

250

500

I , _

250

huga

I{ET
FMT
}IET
HET
HE'T
rlET
I{ET
I.IET

FIEl'

T'
1.500
HET

I{ET

Biaya ( ltp )

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2,000
2.000

2.000
2.500
2.500
1.000
2.000
2.500
1.000

225

300

300
150

1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
5.000
s.000
i .000

r.000
10.000
10.000
1.000

15.000
15.000
2.000

Jumlah

3.500 + FIET
3.500 + FIEI'
3.500 + liET
3.500 + I-IE]'
3.599 + FIET'
7.500 + FIET
7,500 + FmT
1.500 + FIET

2.000
500

800

1.000

1.000
500

3.500 + IIET
13.000 + HET
13.000
4.000

18.000 + F{ET
18.000
3.000 + I{ET

500500750

225

300

300
150

400

300

400
300

t/3
BBM

750

250



I 2 3 4 5 5 I

7

I

9

Kunjungan Runralr

PPPK (Paket)

Pengambilnn Spc-

simen STS
500 I.MT 5.000 5.000

4.000

50.000

10.500.r I IET

Catatan :
l. Imunisasi : Vaksin mandiri, biaya bahan scsuai harga pasar,
2. KB : Alat kontrasepsi mandiri, sesuai harga pasar.

3, Pengasapan Vektor DBD / fogging :
- Biaya dikenakan tiap rumah.
- Pengasapan dilakukan sedikitnl,a 100 rumah.

4. Untuk pemakaian ambulance :

a. Apabila menunggu ltp 2.500 /.iam

b. Dalam kota dihitung 15 Km.
c. Luar kota dihitung pulang pcrgr, minimum dihitung l5 Km.

5. Kunjungan Rumah digunakan untuk :
a. BBM.

b. l'enaga.

c. Obat ringnn.
Apabila momcrlukan tinrlnknn khu.sus binva mcnl,csuaiknn.

6, Riaya PPPK dihitung untuk :
a. BBM.
b. 'fenaga.

c. C)bal ringan.
Apabila memerlukan tindakan khusus biat,a menyesuaikan.

7 d c ) t
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